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ABSTRAK 

 Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum 

Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Kriteria Ahli Waris Menurut Pengurus 

Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan 

kriteria ahli waris menurut Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme 

penentuan kriteria ahli waris menurut Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal ini berarti bahwa data 

yang dianalisis adalah berupa paparan kata-kata dan deskripsi keadaan bukan 

angka, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan., maka teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara disini adalah dengan 

tokoh-tokoh Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

Kemudian data yang dikumpulkan diuraikan menggunakan teknik deskriptif 

analisis dengan pola deduktif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus Cabang LDII Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo menetapkan kriteria ahli waris sebagai anggota LDII 

adalah menetapkan kriteria ahli waris menurut keanggotaan LDII sebagai syarat 

atau kriteria seseorang menjadi ahli waris. Perbedaan yang terlihat disini adalah 

dalam menentukan murtad dan kafir, dimana menurut LDII apabila orang yang 

keluar dari LDII, maka orang tersebut dianggap murtad. Selanjutnya apabila 

mereka murtad, maka mereka tergolong kafir dan tidak berhak untuk 

mendapatkan waris dari anggota LDII., akan tetapi dalam hukum Islam murtad 

adalah orang yang keluar dari agama Islam. Jadi apabila hanya keluar dari 

organisasi masyarakat maka tidak diaggap murtad dan masih berhak untuk 

mendapatkan waris. 

 Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini adalah: kriteria ahli waris menurut 

Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berbasis pada 

keanggotaanya sendiri. Apabila ada orang yang keluar dari LDII, tidak lagi 

memenuhi kriteria ahli waris dan tidak bisa menjadi ahli waris dalam keanggotaan 

LDII. Menganalisis dari hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam yang dipakai 

di Negara Indonesia., dimana ketentuan kriteria ahli waris yang mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang 

hukum., maka ahli waris tersebut berhak untuk mendapatkan waris. Jadi, alangkah 

lebih baiknya permasalahan ini dikembalikan kepada pemerintahan yang sudah 

jelas mengatur dalam permasalahan kriteri ahli waris dalam kewarisan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua 

tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, 

terutama orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam 

arti lingkungan. 

Islam mengatur pembagian warisan secara adil melalui aturan-aturan yang 

ada dalam Alquran. Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam 

adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta 

seseorang yang telah meninggal dunia. Adapun sumber hukum Islam yang 

berhubungan dengan masalah mawaris antara lain:
1
 

Firman Allah Swt: 

بوُنَ للِرّجَِالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَْْقْ رَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَْْقْ رَ 
مَفْرُوضًا مَِّا قَلَّ مِنْوُ أَوْ كَثُ رَ نَصِيبًا  

 
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan            

kerabatnya, dan bagi orang wanita juga mempunyai hak bagian dari harta 

peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bagian yang telah ditetapkan”.(QS. An-Nisa‟:7).
2
 

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan tentang pengertian 

hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a), adalah hukum yang mengatur 

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

                                                           
1
  Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 3. 

2
 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Darus Sunnah Jatinegara. 

2007), 79. 
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menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing.
3
 

Pengaturan kembali pelaksanaan kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukumnya, agar 

perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial 

yang ada di Indonesia diformulasikan kembali. Kebutuhan kontemporer 

berdasarkan tuntunan sosial, pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih 

kewarisan terdahulu penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan 

kondisi sosial umat Islam yang ada di Indonesia.
4
 Dalam hukum waris Islam 

terdapat 3 unsur yaitu:
5
 

1. Pewaris, adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu 

yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. 

2. Ahli waris, adalah orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai 

hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau 

hubungan yang lainnya. 

3. Warisan, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, 

baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. 

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak kepemilikan harta 

(tirkah) peninggalan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi 

dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan 

                                                           
3
  Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 53. 

4
  Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam(Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 79. 

5
  Suhrawardi K.Lubis, Hukum Waris Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 1995),  35. 
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Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak yaitu, 

perkawinan, kewarisan dan perwakafan. 
6
 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah seseorang yang 

dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, atau 

hubungan sebab perkawinan. Di dalam Alquran di jelaskan dalam Surah An-Nisa‟ 

ayat 12 yang berbunyi:
7
 

فإَِنْ كَانَ لََنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْنَ  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ 
كَانَ لَكُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بِِاَ أَوْ دَيْنٍ وَلََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ  

دِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِِاَ أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلََلَةً أَوِ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْ 
هُمَا السُّدُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ  فِ امْرَأَةٌ وَلَوُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِن ْ

ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  الث ُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِِاَ رَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ  أَوْ دَيْنٍ غَي ْ
 

       “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri 

isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu 

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah 

dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 

maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), 

maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 

bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 

olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at 

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyantun.” (Surat An-Nisa‟:12). 

 

Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat 

mewarisi harta peninggalan pewarisnya, di dalam pasal 173 telah terpenuhi, 
                                                           
6
 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 25. 

7
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya…,55. 
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karena ada ahlli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris dan ada juga 

yang hubungannya lebih jauh dari pewaris. Dalam hal ini, para ahli waris harus 

mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan-urutan penerimaan harta 

warisan sering kali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang 

hubungannya dekat dengan pewaris tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris. 

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:
8
 

1. Ahli waris nasab, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul 

karena hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan 

kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris. 

2. Ahli waris sebab, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, 

seperti perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya. 

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan 

yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi  menjadi dua 

golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dan  apabila 

ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris  terbagi menjadi tiga 

golongan, yaitu dhawil al furūḍ , aṣ ābah, dhawil Arḥ am. 
9
 

Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang 

berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian 

yang harus diterima semua di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap 

pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman,cucu, atau 

bahkan sebatas saudara seayah atau seibu. Dalam ilmu waris bukan hanya dikenal 

adanya aturan siapa saja yang berhak mendapat warisan, ada juga hal yang 

                                                           
8
 Suparman Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 

63-65. 
9
  Ibid., 67. 
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membuat seseorang yang mendapatkan warisan haknya menjadi hilang atau 

gugur, sehingga orang tersebut tidak bisa menerima warisan. Selain itu ada juga 

seseorang yang seharusnya mendapat warisan namun ia terhalang karena ada 

orang lain yang berhak mendapat warisan tersebut.
10

 

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak 

organisasi ke Islaman yang muncul diantaranya adalah Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII). LDII didirikan oleh H.Nur Hasan Ubaidah pada tahun 1951 

yang pada awalnya bernama Darul Hadis atau Islam Jama‟ah.
11

 LDII merupakan 

nama baru dari sebuah organisasi yang telah beberapa kali mengalami perubahan 

nama, yakni dari Islam Jama‟ah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia 

(LEMKARI), kemudian menjadi LDII seperti sekarang. Islam Jama‟ah 

merupakan sebuah aliran atau Lembaga kemasyarakatan yang berada dibawah 

pimpinan seorang amir atau Imam, yang sekaligus berfungsi sebagai sumber 

ajaran bagi masyarakat yang dipimpinnya sesuai dengan kepercayaa yang dianut, 

dimana seorang imam atau amir mempunyai otoritas yang absolut.
12

 

Islam Jama‟ah merupakan salah satu organisasi yang terkenal eksklusif. 

Anggota dari kelompok ini terkenal tidak bisa bekerja sama dengan kelompok lain 

yang tidak sealiran, itu sebabnya mereka kurang bersifat terbuka dan kurang mau 

menerima pemikiran dari luar. Akan tetapi setelah berubah menjadi LDII, 

organisasi ini menjadi inklusif dimana mereka hanya memberikan pandangan baru 

bukan dengan membuat ajaran-ajaran yang baru dan membuang yang lama. 

                                                           
10

 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indoneisa (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 68. 
11

 Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 

73. 
12

 Abuddin Nata,Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia(Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001), 42. 
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Selanjutnya, adapun hasil wawancara dari Bapak Sofyan selaku jama‟ah 

LDII desa Medaeng bahwa yang menjadi kriteria ahli waris menurut LDII adalah, 

“bahwa syarat untuk menjadi ahli waris dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo ada perbedaan dengan hukum 

Islam. Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) desa Medaeng 

Kecamatan Waru Sidoarjo, apabila pewaris meninggal dunia tidak boleh 

mewarisi harta peninggalannya, walaupun yang mewarisi orang tuanya, karena 

hukum waris tidak berlaku apabila ada anggota keluarga yang tidak ikut 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo menganggap bahwa orang yang 

keluar dari jama’ah ini maka akan dianggap murtad (kafir) dan tidak berhak 

mendapatkan warisan dari orang tuanya, apabila orang tuanya mengikut jama’ah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
13

 

Dari uraian diatas, melalui pengamatan penulis bahwa dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Islam buku II tentang hukum kewarisan dalam  pasal  171 (c) 

dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 
14

 

Adapun perbedaan yang paling mendasar dari ajaran LDII yakni anak yang 

keluar dari jama‟ah LDII tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya yang 

jama‟ah LDII. Berbeda dengan hukum Islam yang mana anak kandung berhak 

                                                           
13

 Baihaqi, Wawancara, Sidoarjo, 30 September 2018. 
14

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam  (Jakarta: Kencana 1996), 196. 
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mendapatkan waris dari orang tua nasabnya, kecuali anak tidak bisa mendapatkan 

waris apabila terhalang menurut hukum yang berlaku.
15

 

Penelitian awal yang dilakukan oleh Penulis kepada salah satu jamaah LDII 

mendapatkan sebuah pandangan bahwa yang dimaksud kafir dalam LDII adalah 

orang yang keluar dari LDII dan melanggar baiat yaitu janji setia.
16

 Berdasarkan 

hadis Nabi mengenai baiat yakni sebagai berikut: 

رٌ وَأَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِ جَهْمٍ  ثَ نَا زىَُي ْ ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ يوُنُسَ حَدَّ  حَدَّ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارََ  اجَْمََاعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَىْبَانَ عَنْ أَبِ ذَرٍّ قاَلَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ 

سْلََمِ مِنْ عُنُقِوِ  رًا فَ قَدْ خَلَعَ ربِْ قَةَ الِْْ  شِب ْ

       “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah 

menceritakan kepada kami Zuhair dan Abu Bakr bin Ayyasy dan Mandal dari 

Mutharrif dari Abu Jahm dari Khalid bin Wahban dari Abu Dzar ia berkata, 

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang meninggalkan 

jamaah meskipun hanya satu jengkal, sungguh ia telah melepas ikatan Islam 

dari lehernya.” (HR. Abu Dawud No.4131)
17

 

Dalam hal ini kriteria beda agama menurut LDII adalah berpedoman pada 

baiat. Baiat secara istilah adalah berjanji untuk taat. Orang yang berbaiat 

memberikan perjajian kepada amir (Imamnya) untuk menerima pandangan 

tentang masalah dirinya, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya 

untuk melaksanakan segala perintah. Apabila seseorang keluar dari jamaah LDII 

maka dia dianggap melaggar isi perjanjian dari baiat tersebut dan tergolong orang 

yang murtad.
18

 

                                                           
15

 Baihaqi, Wawancara, Sidoarjo, 30 September 2018 
16

 Bashori, Wawancara, Sidoarjo, 20 Oktober 2018. 
17

 Imam Abu Dawud as-Sijistani, Sunan Abu Dawud (Beirut: Dar al Fikr, 1997), 90. 
18

 Bashori, wawancara, Sidoarjo, 20 Oktober 2018. 
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Berbeda dengan hukum Islam yang menjelaskan orang yang beda agama 

atau murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam dan secara otomatis 

menjadi penghalangnya waris. Diperkuat oleh hadis Nabi yang berbunyi: 

ثَ نَا أَبوُ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ  بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ  حَدَّ
هُمَاأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ لََ يرَِثُ الْمُسْ  لِمُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

 الْكَافِرَ وَلََ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ 

       “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu 

Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid 

radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang 

muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang 

muslim.”(HR. Bukhari No. 6267)
19

 

Berdasarkan permasalahan diatas, adanya perbedaan dalam kriteria ahli 

waris menurut hukum Islam dan Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Islam 

Indoneia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, maka Penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan 

hukum Islam dan pandangan Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Islam Indoneia 

(LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

 Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Kriteria Ahli Waris 

Menurut Pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

 

                                                           
19

 Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Mesir: Dar al Hadits, 1997), 177. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang mekanisme 

penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo yang di analisis menggunakan hukum Islam. Oleh karena itu, dari 

uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai latar belakang masalah dalam 

penelitian ini, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Hukum kewarisan Islam terhadap kriteria ahli waris 

b. Syarat dan rukun ahli warisdalam Islam 

c. Kriteria ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

d. Mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus 

Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo 

e. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme Penentuan Kriteria ahli waris 

menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 

 

2. Batasan masalah 

Dari beberapa permasalahan, maka untuk memberikan arah yang jelas 

dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut 

ini: 
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a. Mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus 

Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo 

b. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli waris 

menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 

 

C. Rumusan masalah 

 Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, Penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut Pengurus Cabang 

(PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan kriteria ahli waris 

menurut Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 

gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang 

mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada 

pengulangan dan kesamaan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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1. Skripsi yang ditulis, Dariy Dzohfron pada tahun 2017 (Mahasiswa Universitas 

Brawijaya Malang) dengan judul “Identifikasi Maqashid Syari‟ah pada 

Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

di Kota Malang)”.
20

 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada 

penelitian ini Penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria 

ahli waris, sedangkan peneliti sebelumnya Penulis mendeskripsikan pembagian 

waris dalam  Maqashid Syariah. Dalam pembagian waris di LDII Kota Malang 

berbeda dengan di LDII Sidoarjo, yang mana di LDII Kota Malang 

membolehkan anggota LDII mewarisi hartanya kepada non LDII dengan 

alasan sebagai kemaslahatan umat. Sedangkan LDII Sidoarjo tidak 

memperbolehkan anggota LDII mewarisi orang non LDII karena alasan belum 

dibaiat dan tergolong murtad. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah yang menjadi objek penelitian Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII). 

2. Skripsi yang ditulis, Nana Lutfiana pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN Sunan 

Ampel Surabaya) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan 

Penetapan Ahli Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 

0030/Pdt.P/2016/PA.ngj”.
21

Penelitian yang dilakukan Nana Lutfiana tentang 

penolakan penetapan ahli waris. 

                                                           
20

 Dariy Dzohfron, “Identifikasi Maqashid Syari‟ah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada      

Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)”, (Skripsi—Universitas Brawijaya, 

Malang:2017). 
21

 Nana Lutfiana, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan 

Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.ngj”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 

Surabaya:2017). 
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Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada 

penelitian ini Penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria 

ahli waris, sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan penolakan 

penetapan ahli waris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah dalam kriteria menetapkan ahli waris. 

3. Skripsi yang ditulis, Umar Kadafi Amarulloh pada tahun 2009 (Mahasiswa 

UIN Sunan Ampel Surabaya), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan 

Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya”.
22

 Penelitian yang dilakukan Umar 

Kafadi Amarulloh tentang kebiasaan masyarakat dalam pembagian waris. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada 

penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria 

ahli waris, sedangkan Peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan pembagian 

waris terhadap kebiasaan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah menggunakan hukum Islam dalam hal kewarisan 

dan penelitian terhadap suatu masyarakat. 

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas sangat 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun dalam 

objek yang akan diteliti terdapat kesamaan, akan tetapi dari segi pendekatan yang 

di pakek berbeda. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut: 

                                                           
22

 Umar Kadafi Amarulloh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam 

Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya”, (Skripsi—

UIN Sunan Ampel, Surabaya:2009). 
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1. Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah mekanisme penentuan 

kriteria ahli waris menurut  pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo. 

2. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis Hukum Islam. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut 

pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

2. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan 

kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan mekanisme penentuan kriteria ahli waris dalam kewarisan 

LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sehingga hasil penelitian ini dapat 

dijadikan acuan bagi Peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu 

saat nanti.
23

 

                                                           
23

 Wiratno Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56 
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2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat tentang analisis 

hukum Islam terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut 

pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 

sehingga setiap orang selaku ahli waris dapat memperoleh haknya secara adil 

dan benar sesuai tuntunan syariah.
24

 

 

G. Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme 

Penentuan  Kriteria Ahli Waris Menurut Pandangan Pengurus Cabang (PC) 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)  Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo”, dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari 

kesalahfahaman, maka Penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai 

istilah-istilah berikut: 

1. Hukum Islam: hukum Islam disini adalah pendapat para ulama tentang 

ketentuan ahli waris yang di ambil dari Kompilasi Hukum Islam buku II 

kewarisan pasal 171-175 mengenai kriteria ahli waris. 

2. Kriteria Ahli Waris: kriteria ahli waris yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah sebuah persyaratan ahli waris bagaimana yang berhak untuk 

mendapatkan waris. 

                                                           
24

 Ibid., 58. 
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3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) tingkat cabang Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah 

organisasi yang sudah memiliki sikap mendorong untuk kerjasama dengan 

masyarakat yang lain ataupun yang non LDII, meskipun Pengurus Cabang 

LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo memiliki cara pandang yang 

berbeda dengan organisasi lainnya, khususnya cara memandang dalam 

menentukan kriteria ahli waris khususnya pengurus yang membidangi agama 

dan dakwah dalam struktur oganisasi Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.
25

 Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Sesuai dengan permasalahan diatas, data pokok yang dikumpulkan dalam 

penelitian adalah data mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme 

penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

a. Hukum Islam: Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II kewarisan pasal 171-

175 tentang kriteria ahli waris. 

                                                           
25

 Lexy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116. 
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b. Pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang kriteria ahli waris. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di desa 

Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Peneliti mengambil daerah 

yang diteliti dikarenakan dapat dijangkau dan akses penelitian juga lebih 

mudah karena dapat ditempuh dengan jarak yang dekat. Kalangan Pengurus 

Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo  juga terdapat suatu 

ketentuan yang mana apabila seorang anak keluar dari anggota LDII, 

sedangkan kedua orang tuanya adalah anggota LDII, maka anak tersebut tidak 

berhak mendapatkan waris dari orang tuanya ketika orang tuanya meninggal 

dunia. Oleh karena itu, Penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui 

permasalahan ini secara detail, sehingga dapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat bahwa anak yang memiliki nasab terhadap kedua orang 

tuanya, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan waris sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam ataupun Undang-undang yang 

mengatur tentang kewarisan. 

3. Sumber data 

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

digunakan dua sumber data, yaitu: 

a. Sumber primer 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 
 

 
 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. 

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bashori bertindak sebagai tokoh atau imam LDII di Desa Medaeng. 

2) Rusdi Faizal bertindak sebagai Ketua LDII di Desa Medaeng. 

3) Abdul Zuri bertindak sebagai Kepala Desa Medaeng. 

4) Sofyan bertindak sebagai mantan jama‟ah LDII Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo. 

5) Abastomi bertindak sebagai tokoh masyarakat di Desa Medaeng. 

b. Sumber sekunder 

 Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data 

primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai 

hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku-buku 

atau internet. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam 

penelitian ini, ialah sebagai berikut: 

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Kewarisan pasal 171-175 

2) Fikih Sunnah, karangan Sayyid Sabiq 

3) Hukum Islam di Indonesia, karangan Ahmad Rofiq 

4) Hukum Waris Islam Edisi Lengkap dan Praktis, karangan Suhrawardi 

K. Lubis 

5) LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara, karangan Hilmi 

Muhammadiyah 

6) Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, karangan Hartono Ahmad Jaiz 
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4. Teknik pengumpulan data 

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti 

sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan beberapa metode, sebagai berikut: 

a. Wawancara 

     Dalam hal ini Penulis melakukan komunikasi langsung dengan pihak 

yang terkait dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada: 

1. Abdul Zuri, selaku Kepala Desa: menanyakan berapa banyak jumlah 

organisasi masyarakat yang ada di dalam desa tersebut. 

2. Rusdi Faizal, selaku Ketua LDII: menanyakan tentang mekanisme 

penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang LDII 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

3. Bashori, selaku Imam LDII : menanyakan peran Imam di dalam 

organisasi masyarakat LDII itu sendiri. 

4. Baihaqi, selaku mantan LDII: menanyakan tentang kasus penetapan ahli 

waris yang ada di LDII. 

5. Abastomi, selaku tokoh masyarakat: pandangan masyarakat tentang 

organisasi masyarakat LDII.  

Penulis akan menggunakan wawancara terstuktur agar pembahasan atau 

jawaban yang dipaparkan narasumber langsung pada poin utama dan fokus 

pada pembahasan. 

b. Dokumentasi 
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Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan 

sumber data-data yang sudah terkumpul. Pengambilan data itu sendiri dapat 

diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh obyek penelitian. 

5. Teknik pengolahan data 

Selajutnya setelah data diperoleh secara langsung dari lapangan dan bahan 

pustaka, maka data tersebut dapat diolah.  Adapun teknik pengolahan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Editing 

Teknik editing adalah teknik memeriksa kembali data yang telah 

didapat dari lapangan dan bahan pustaka dalam hal kelengkapan, 

kejelasan, keselarasan, dan keterkaitan data satu dengan yang lain.
26

 

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara 

mengenai mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan 

Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

b. Organizing 

Teknik organizing adalah teknik menyusun data yang telah diperoleh 

secara sistematis.
27

 Mengatur dan menyusun data dari LDII Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat gambaran yang sesuai dengan 

mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus 

Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

                                                           
26

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 118. 
27

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.803. 
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c. Analizing 

Teknik analizing adalah teknik mengumpulkan data kemudian 

menjabarkan dengan menggunakan kacamata yang telah penulis tulis 

diatas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis hukum 

Islam terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut 

pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

6. Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu 

penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan 

faktual. Dalam menganalisis data menggunakan pola pikir deduktif, dalam hal 

ini penulis akan menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau 

dalil tentang kewarisan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat 

khusus dari hasil penelitian tentang mekanisme penentuan kriteria ahli waris 

menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
28

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka 

Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab 

satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi 

                                                           
28

 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83. 
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beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika 

pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah landasan teori, Bab ini membahas tentang penentuan 

kriteria ahli waris dalam hukum kewarisan Islam, yaitu pendapat ulama dan buku 

II Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171-175 yang didalamnya akan dibahas 

mengenai pengertian ahli waris, dasar hukum adanya ahli waris, macam-macam 

ahli waris, syarat dan rukun ahli waris, kemudian bab ini juga membahas tentang 

penghalang ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan. 

Bab ketiga, merupakan mendeskipsikan uraian tentang mekanisme 

penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di dalam 

bab ini nantinya akan dibahas mengenai profil organisasi  Pengurus Cabang LDII 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi struktur organisasi anggota 

LDII, letak geografis anggota LDII, serta program kegiatan anggota LDII, yang 

meliputi sosial dan keagamaan. Dalam bab ini juga membahas tentang mekanisme 

penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang LDII yang 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap mekanisme 

penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga 
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Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di dalam 

bab ini berisi tentang analisis Penulis terkait pendapat Pengurus Cabang LDII 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli 

waris dan bagaimana analisis hukum Islam memandang kriteria ahli waris 

tersebut. 

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat Penulis 

ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang 

Penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada. 
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BAB II 

KRITERIA AHLI WARIS DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Definisi, Dasar Hukum, Macam-macam Ahli Waris, Syarat dan Rukun Ahli 

Waris, Penghalang Waris 

 

1. Definisi ahli waris 

 Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan 

oleh orang yang meninggal dunia.
29

 Ada beberapa definisi oleh beberapa pakar 

diantaranya Muhammad Amin Summa dan Idris Ramulyo.
30

 Muhammad Amin 

Summa mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang memiliki hubungan 

kepada si mayit yang menyebabkan timbulnya kewarisan. Sedangkan Idris 

Ramulyo mendefinisikan ahli waris sebagai sekumpulan orang atau individu 

atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan orang 

yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan 

yang ditinggal mati oleh seorang pewaris. 

 Dari pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ahli waris 

adalah seseorang atau sekumpulan orang yang ada hubungan kerabat atau 

hubungan perkawinan, perbudakan dan seagama Islam dengan orang yang 

meninggal dunia dan tidak ada suatu sebab hukum yang menghalanginya untuk 

mendapatkan harta warisan.
31

 

 

                                                           
29

 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27. 
30

 Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 44. Dikutip dari Amin 

Summa dan Idris Ramulyo. 
31

 Ibid., 48. 
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2. Dasar hukum ahli waris 

 Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur ketentuan yang berkaitan 

dengan siapa saja ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat pada Alquran dan hadis. Hanya hukum 

warislah yang dijelaskan secara terperinci di dalam Alquran karena waris 

merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun 

dalam Negara serta dibenarkan oleh Allah Swt.
32

 

 Surah An-Nissa ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut: 

أَيْْاَنكُُمْ فآَتوُىُمْ نَصِيبَ هُمْ إِنَّ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالَِ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَْْقْ رَبوُنَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ 
َ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا  اللََّّ

 
       “bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak da 

karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang 

yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada 

mereka bahagianya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. 

(QS. An-Nissa: 33).
33

 

 

Selain ayat Alquran di atas, ada beberapa dalil sunnah Nabi yang 

menunjukkan hukum waris untuk umat Islam. Di antaranya adalah hadis-hadis 

berikut ini: 

ثَ نَا ابْنُ طاَوُسٍ عَنْ أَبيِوِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ثَ نَا وُىَيْبٌ حَدَّ ثَ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْ رَاىِيمَ حَدَّ حَدَّ
ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَلْْقُِوا الْفَرَائِضَ بَِِىْلِهَا فَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لَِْوْلََ رَجُلٍ  قاَلَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 34ذكََرٍ 

                                                           
32

 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 55. 
33

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Sinar Baru Algensido, 

2009),116. 
34

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih    

AlBukhari (Beirut: Dar Al Fikr, 1981), 378 
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       Dari Ibnu Abbas Radiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw bersabda 

“bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa 

yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama”. (HR. Bukhori No. 

6238).
35

 

ثَ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِ  ثَ نَا يََْيََ بْنُ بكَُيٍْْ حَدَّ حَدَّ
ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ ؤْتَى بِِلرَّجُلِ الْمُتَ وَفَّّ  ُ عَنْوُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ   عَلَيْوِ ىُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

ثَ أَنَّوُ تَ رَكَ لِدَينِْوِ وَفاَءً صَلَّى وَإِلََّ قَالَ  يْنُ فَ يَسْأَلُ ىَلْ تَ رَكَ لِدَينِْوِ فَضْلًَ فإَِنْ حُدِّ الدَّ
نْ للِْمُسْلِمِيَن صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَ لَمَّا فَ تَحَ اللََُّّ عَلَيْوِ الْفُتُوحَ قاَلَ أَنََ أَوْلََ بِِلْمُؤْمِنِيَن مِ 

َ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن فَ تَ رَكَ دَيْ نًا فَ عَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَ رَكَ مَالًَ فَلِوَرثَتَِوِ أَن ْ  فُسِهِمْ فَمَنْ تُ وُفِِّ
36 

       “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan 

kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari 

Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam pernah disodorkan kepada beliau seorang yang sudah 

merninggal dunia (jenazah) yang meninggalkan hutang maka Beliau 

bertanya: "Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya?" 

Jika diceritakan bahwa jenazah tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk 

melunasi hutangnya maka Beliau menyolatinya, jika tidak maka Beliau 

berkata, kepada Kaum Muslimin: "Shalatilah saudara kalian ini". Ketika 

Allah telah membukakan kemenangan kepada Beliau di berbagai negeri 

Beliau bersabda: "Aku lebih utama menjamin untuk orang-orang beriman 

dibanding diri mereka sendiri, maka siapa yang mneninggal dunia dari 

kalangan Kaum Mukminin lalu meninggalkan hutang akulah yang wajib 

membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk 

pewarisnya”. (H.R. Bukhari No. 2133)
37

 

ثَ نَا وُىَيْبٌ عَنْ ابْنِ طاَوُسٍ عَنْ أَبيِوِ عَنْ  ثَ نَا عَبْدُ الَْْعْلَى بْنُ حََّْادٍ وَىُوَ الن َّرْسِيُّ حَدَّ حَدَّ
ى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَلْْقُِوا الْفَرَائِضَ بَِِىْلِهَا فَمَا بقَِيَ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ 

 38فَ هُوَ لَِْوْلََ رجَُلٍ ذكََرٍ 

                                                           
35

 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih 

AlBukhari, Lidwa Pustaka i-software-kitab 9 imam hadits. 
36

 Ibid., 470. 
37

 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih 

AlBukhari, Lidwa Pustaka i-software-kitab 9 imam hadits. 
38

 Al Imam Abul Husain Muslim bin Al Hallaj Al Qusyairi An Naisaburi, Shahih Muslim (Beirut: 

Dar Al Fikr, 1993), 400. 
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       “Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -yaitu An 

Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari 

Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak 

mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat 

garis keturunannya”. (H.R. Muslim No. 3028)
39

 

 

3. Macam-macam ahli waris 

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang 

ditinggalkan oleh pewaris. Adapun kriteria sebagai ahli waris yang tercantum 

didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c , yang berbunyi: 

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”
40

 

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang 

dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, hubungan 

nasab atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi 

seperti yang disebutkan dalam pasal 173. Meskipun demikian, tidak secara 

otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan 

pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 telah terpenuhi. Dalam hal ini 

karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada 

juga yang hubungannya lebih jauh dengan si mati. Dalam hal ini, para ahli 

waris harus mengingat urutannya masing-masing dan dalam urut-urutan 

penerimaan harta warisan  seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau 

ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong 

                                                           
39

 Al Imam Abul Husain Muslim bin Al Hallaj Al Qusyairi An Naisaburi, Shahih Muslim, Lidwa 

Pustaka i-software-kitab 9 imam hadits 
40

 Oemar Salim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 51. 
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sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (Dhawil Arḥ am).
41

 

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua 

macam, yaitu:
42

 

1) Ahli waris nasab, yaitu: ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul 

karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan 

hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris. 

2) Ahli waris sebab, yaitu: hubungan kewarisan yang timbul karena sebab 

tertentu: 

a. Perkawinan yang sah 

b. Memerdekakan hamba sahaya 

Macam-macam ahli waris dapat di golongkan menjadi beberapa 

golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas 

harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi 

menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dan 

jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli  waris terbagi menjadi 

tiga golongan, yaitu, dhawil furūḍ , dhawil arḥ am, aṣ ābah.
43

 

 Ditinjau dari jenis kelamin ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu 

ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dengan pembagian sebagai 

berikut: 

                                                           
41

 Ibid., 54. 
42

 Suparman Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, 66. 
43

 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 50. 
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Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:
44

 

a. Anak laki-laki 

b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah 

c. Bapak 

d. Datuk, yaitu bapak dari bapak 

e. Saudara laki-laki seibu sebapak 

f. Saudara laki-laki sebapak  

g. Saudara laki-laki seibu 

h. Keponakan laki-laki seibu sebapak 

i. Keponakan laki-laki sebapak 

j. Paman seibu sebapak. 

k. Paman sebapak 

l. Sepupu laki-laki seibu sebapak 

m.  Sepupu laki-laki sebapak 

n. Suami 

o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang 

memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli 

waris. 

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:
45

 

a. Anak perempuan 

b. Cucu perempuan 

c. Ibu  

                                                           
44

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 221-222. 
45

 Ibid., 222. 
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d. Nenek, yaitu ibunya ibu 

e. Nenek dari pihak bapak  

f. Saudara perempuan seibu sebapak 

g. Saudara perempuan sebapak 

h. Saudara perempuan seibu 

i. Isteri 

j. Perempuan yang memerdekakan 

Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi 

tiga golongan, yaitu dhawil furūḍ , dhawil arḥ am, aṣ ābah dengan penjelasan 

sebagai berikut:
46

 

1) Ahli waris dhawil furūḍ , Didalam Alquran dan hadits Nabi disebutkan 

bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian 

tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam Alquran yang disebut furudh adalah 

dalam bentuk angka pecahan yaitu ½, ¼, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3. Para ahli 

waris yang mendapat menurut angka-angka tersebut dinamai ahli waris 

dhawil furūḍ . 

2) Aṣ ābah, Adanya ketentuan ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta 

atau sisa harta secara pembagian terbuka, yang pada umumnya adalah laki-

laki, dikembangkan kepada ahli waris laki-laki yang lain yang tidak 

disebutkan dalam Alquran dan hadits Nabi. Anak laki-laki dikembangkan 

kepada cucu laki-laki, ayah dikembangkan kepada kakek atau kepada 

paman dan seterusnya anak paman, saudara dikembangkan kepada anak 
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saudara, hingga lengkap kerabat dalam garis laki-laki. Kelompok kerabat 

garis laki-laki ini dalam penggunaan bahasa Arab biasa disebut aṣ ābah. 

Oleh karena itu, yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta menurut 

Ahlu Sunnah pada dasarnya adalah laki-laki, maka untuk selanjutnya kata 

aṣ ābah itu digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau 

sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris dhawil furūḍ . 

3) Dhawil arḥ am, Ahli waris dhawil arḥ am secara etimologi diartikan ahli 

waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan kerabat itu 

begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang 

berhak menerima warisan sebagaimana dirinci sebelumnya. Sebelum ini 

suda dirinci ahli waris yang berhak menerima sebagai dhawil furūḍ  dan 

ahli waris aṣ ābah dengan cara pembagian mula-mula diberikan kepada 

dhawil furūd kemudian kemudian harta yang selebihnya diberikan kepada 

ahli waris aṣ ābah. Seandainya masih ada harta yang tertinggal, maka 

kelebihan harta itu diberikan kepada kerabat lain yang belum mendapat. 

Kerabat lain yang belum mendapat itulah yang dinamai ahli waris dhawil 

arḥ am. 

4. Syarat dan rukun ahli waris 

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan 

perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris 

kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan 

didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya 
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menurut ketetapan Allah Swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau 

ahli waris. 
47

 

Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah 

terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu 

mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Dalam hal ini 

penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, 

tiga syarat tersebut adalah:
48

 

1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqīqy, (misalnya 

dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiry. 

2) Adanya ahli waris yang hidup secara haqīqy pada waktu pewaris 

meninggal dunia. 

3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing. 

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. 

Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:
49

 

1) Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang 

yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah 

meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama 

dibedakan menjadi 3 macam: 

a. Mati haqīqy (mati sejati), adalah matinya muwaris yang diyakini 

tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut 

                                                           
47

 Ahmad Saebandi, Fiqh Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13. 
48

 Ibid., 20. 
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 Ahmad Saebandi, Fiqh Mawaris, 25. 
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disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat 

dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata. 

b.  Mati hukmy ( mati menurut putusan hakim atau yuridis), adalah 

suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena 

adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara 

yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat 

kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Maliki dan 

Hambali, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 

4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama 

mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan 

pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya. 

c. Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian 

(muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu 

hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika 

bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras 

kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya. 

2) Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan 

kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau 

perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah 

pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam 

keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam 

kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, 

yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. 
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3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang 

ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya. 

5. Penghalang waris 

Penghalang waris adalah sesuatu yang dapat menghalangi ahli waris 

untuk mendapatkan hak warisnya, meskipun telah terpenuhi sebab-sebab 

mewarisi. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapatkan warisan tetapi 

oleh karena ada suatu keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapatkan harta 

warisan. Menurut hukum Islam ada bermacam-macam sebab penghalang 

seseorang menerima warisan antara lain:
50

 

1) Pembunuhan, Islam adalah agama yang sangat menjunjung prinsip 

kemanusiaan sehingga secara tegas melarang adanya pembunuhan. 

Dalam kaitannya dengan hak waris mewarisi, maka orang yang 

membunuh pewaris ia tidak mendapat hak mewarisi dari pewaris 

tersebut. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi: 

هِ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ  وَسَلَّمَ : عَنْ عَمْرُوبْنِ ثُ عَيْبٍ عَنْ ابَيِْوِ عَنْ جَدِّ
رَاثِ ثَ يْئٌ لِ ليَْسَ للِْقَاتِ  مِنَ الْمِي ْ  

“Dari Umar bin Syu‟aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah 

SAW bersabda: seorang pembunuh tidak menjadi ahli waris terhadap 

sesuatu pun”. (H.R. Imam An Nasa‟i Nomor: 148).
51

 

 

 Adapun mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang 

kewarisan,diantara fuqoha terjadi perbedaan pendapat. Jenis-jenis 

pembunuhan disini ada lima yaitu:
52
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 Bunyamin Asri, Hukum Waris Islam (Bandung: Tarsito, 1989), 175 
51

 Imam An Nasa‟i, Sunan Al Kubra (Lebanon: Dar Al Hadits, 1997), 148. 
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a. Pembunuhan secara haq dan tidak melawan hukum. 

b. Pembunuhan dengan sengaja dan terencana. 

c. Pembunuhan mirip disengaja (seperti sengaja). 

d. Pembunuhan khilaf. 

Dari jenis-jenis pembunuhan tersebut ada perbedaan pendapat 

diantara fuqoha: 

 Imam Syafi‟i: kelima pembunuhan tersebut menjadi penghalang 

waris.
53

 

 Imam Maliki: jenis yang menghalangi kewarisan hanya terbatas pada 

pembunuhan yang disengaja, mirip disengaja, dan pembunuhan tak 

langsung.
54

 

 Imam Hanafi: yang menghalangi yaitu, pembunuhan dengan sengaja, 

mirip disengaja, dan pembunuhan khilaf.
55

 

 Imam Hanbali: yang menghalangi yaitu, pembunuhan yang tidak 

dengan haq dalam segala bentuknya, sedangkan pembunuhan secara 

haq tidak menghalangi kewarisan, karena pelakunya telah diampuni 

dari sanksi akhirat
56

. 

 Ulama Khawarij: Pembunuhan tidak menjadikan sebab terhalangnya 

waris.
57

 

2) Beda Agama, berlainan agama menjadi salah satu faktor terhalangnya 

mewarisi, yaitu apabila ahli waris atau orang yang mewarisi adalah non 

muslim. Adapun dasar hadisnya adalah sebagai berikut: 

                                                                                                                                                               
52

 Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 10. 
53

 Syarbaini Khatib, Mughni Al Muhtaj (Makkah: Dar Al Katib Al Arabiy, 1981.), 24. 
54

 Ibnu Rusyd,Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Imani, 1995), 334. 
55

 Ibnu Abidin,Hasyiyatu Radd Al Mukhtar (Mesir: Maktabah Al Babiy Al Hakabiy, 1996), 797. 
56

 Ibnu Qudamah, Al Mughniy VI (Kairo: Maktabah Al Qahiriyah, 1970), 365. 
57

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 370. 
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ثَ نَا أَبوُ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ  حَدَّ
ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ لََ يرَِ عُ  هُمَا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ ثُ ثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ رَضِيَ اللََّّ

 58الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلََ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ 

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu 

Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid 

radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang 

muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang 

muslim.” (HR. Bukhori No.6267)
59

 

 Berlainan agama berarti bahwa bagi orang non muslim hukumnya 

haram untuk mewarisi harta orang muslim begitu juga sebaliknya. Nabi 

pun telah mempraktekkan pembagian warisan dimana perbedaan agama 

menjadi penghalang mewarisi, yaitu pembagian waris dari Abu Thalib. 

Adapun yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan 

muwaris beda agama atau tidak adalah pada saat muwaris meninggal.
60

 

Orang muslim tidak bisa mengambil pusaka dari orang kafir, begitu 

juga orang kafir tidak bisa mengambil pusaka dari orang muslim. 

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab 

terhalang ada tujuh orang, salah satu diantaranya adalah berlainan 

agama.
61

 Berlainan agama menjadi penghalang mewarisi adalah apabila 

antara ahli waris dan pewaris beragama Islam yang lain bukan beragama 

Islam atau non Muslim.
62

 Misalnya ahli waris beragama Islam dan 

pewaris bergama Kristen, maka menjadi penghalang saling mewarisi. 

Ahli Waris beda agama menurut pendapat Yusuf Qarhawi adalah apabila 

ada orang yang meninggal dunia beragama Budha, ahli warisnya 

                                                           
58

 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih 

AlBukhari, 211. 
59

 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih 

AlBukhari, Lidwa Pustaka i-software-kitab 9 imam hadits. 
60

 Ali Afandi, Hukum Waris (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 56. 
61

 Syekh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib (Dar al-Ihya al-Kitab: al-

Arabiah, Indonesia), 6. 
62

 Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris (Semarang: Pustaka Amani, 1981), 16. 
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beragama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk saling 

mewarisi, dan juga dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam 

yang berbeda mazhab, satu bermazhab Suni dan yang lain Syiah, maka 

tidak juga termasuk menjadi halangan untuk saling mewarisi.
63

 

Dasar hukum mengenai beda agama dalam kriteria ahli waris 

terdapat dalam Alquran dan hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari dan 

Muslim sebagai berikut: 

ثَ نَا أَبوُ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ  بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ  حَدَّ
ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ لََ يَ  هُمَا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ رِثُ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ رَضِيَ اللََّّ

 الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلََ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ 

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 

Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin 

Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak 

mewarisi orang muslim. (HR. Bukhari No.6267)
64

 

Surah An-Nissa ayat 141berbunyi sebagai berikut: 

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًَ   وَلَنْ يََْعَلَ اللََّّ

       “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi 

orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin).” QS. An-Nissa: 

141. 

 Dalam ayat diatas Surah An-Nissa ayat 141 menjelaskan bahwa 

Allah Swt akan menutup semua jalan bagi orang-orang kafir untuk 

                                                           
63

 Yusuf Al Qardhawi,Fatwa-fatwa Mutakhir (Jakarta: Yayasan Al Hamidiy, 2006), 58. 
64

 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih 

AlBukhari, 211. 
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menguasai orang-orang yang beriman. Hal ini diperkuat lagi dengan 

hadis riwayat Tirmizi sebagai berikut: 

عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍ وَاَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَنَّمَ قاَلَ: لََ يَ تَ وَارَثُ أىْلٌ مِلَّتَ يْنِ وَعَنْ 
 شَتََّّ 

       Dan dari Abdullah bin Umar: Sesungguhnya Nabi saw bersabda, 

“Dua pemeluk agama yang berbeda tidak dapat saling mewarisi”. 

(HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah).
65

 

Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada waris mewarisi antara 

muslim dengan orang kafir, demikian pula sebaliknya. Nabi Saw sendiri 

mempraktikan pembagian warisan, dimana perbedaan agama dijadikan 

sebagai penghalang mewarisi.  Paman beliau yang bernama Abu Thalib 

orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi Saw, meninggal 

sebelum masuk Islam. Oleh Nabi Saw harta warisnya hanya dibagikan 

kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu, Uqail dan Thalib. 

Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam yaitu, Ali dan Ja‟far 

oleh beliau tidak diberi bagian.
66

 

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi 

pertimbangan ahli waris atau pewaris berbeda agama adalah terletak pada 

saat pewaris meninggal dunia, karena pada saat itulah hak waris sudah 

mulai berlaku. Seperti contoh, misalnya ada seorang muslim meninggal 

dunia dan terdapat ahli waris yang masih kafir, kemudian seminggu 

                                                           
65

 Mu‟ammal Hamidy dkk, Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum, Jilid 5, 

(Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 2084. 
66

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Ma‟arif, 1981), 12. 
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setelah kematian pewaris ia masuk Islam, meski harta warisan belum 

dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, 

karena pada saat pewaris meninggal dunia anak itu masih dalam keadaan 

kafir (beda agama). 

3) Budak, bukan karena status kemanusiannya sehingga perbudakan 

menjadi penghalang mewarisi, akan tetapi karena status formalnya 

sebagai hamba sahaya. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak 

terhalang untuk menerima warisan karena dianggap tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum. Umar Bin Khatab berkata, saya mendengar 

Nabi berkata: 

ثَنِِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالَِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ  ثَ نَا اللَّيْثُ حَدَّ أَخْبَ رَنََ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يوُسُفَ حَدَّ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ  وَسَلَّمَ يَ قُولُ مَنْ ابْ تَاعَ نََْلًَ أَبيِوِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ قاَلَ سََِ

تَاعُ وَمَنْ ابْ تَاعَ عَبْدًا وَلَوُ مَالٌ فَمَ  الوُُ بَ عْدَ أَنْ تُ ؤَب َّرَ فَ ثَمَرَتُ هَا لِلْبَائِعِ إِلََّ أَنْ يَشْتََِطَ الْمُب ْ
تَاعُ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نََفِعٍ عَنْ  ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِ  للَِّذِي بَِعَوُ إِلََّ أَنْ يَشْتََِطَ الْمُب ْ

 67الْعَبْدِ 

“Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 

menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku Ibnu 

Syihab dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu berkata, 

aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Siapa 

yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya milik 

penjualnya kecuali bila disyaratkan oleh pembelinya dan siapa yang 

membeli budak dan dia memiliki harta maka harta itu milik penjualnya 

kecuali bila disyaratkan oleh pembelinya”. Dan dari Malik dari Nafi' dari 

Ibnu 'Umar dan 'Umar dalam perkara budak. (H.R. Bukhari No. 2205)
68

 

                                                           
67

 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih 

AlBukhari, 234. 
68

 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih 

AlBukhari, Lidwa Pustaka i-software-kitab 9 imam hadits. 
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 Dalam penjelasan hadis di atas budak adalah manusia yang tidak 

memiliki wewenang sendiri, tetapi dia dimiliki .dia dikuasai tetapi tidak 

memiliki kekuasaan. Adapun sebab dia tidak mendapatkan warisan 

karena Allah membagikan harta waris kepada orang yang berwenang 

memiliki sesuatu, sedangkan dia (budak) tidak memiliki wewenang.
69

 

4. Murtad, artinya apabila seseorang pindah agama atau keluar dari agama 

Islam. Disebabkan tindakan murtadnya itu maka seseorang batal dan 

kehilangan haq warisnya.
70

 

Berdasarkan hadis Nabi dibawah ini: 

ثَنِِْ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ اِلََ رَجُلٍ عَنْ أَبِْ بَ رْدَةَ رَضِيَ اُلله عَنْوُ قَالَ: قاَلَ بَ عَ 
ا سَ مَالَوُ وكََانَ مُرْتَدِّ  عَرسَ بِِِمْرَةِ أَبيِْوَ فَأَمَرَنِْ أَنْ أَضْرِبَ عُنُ قَوُ وَأَخَِّ

 

“Dari Abu Bardah r.a, menceritakan bahwa saya telah diutus oleh 

Rasulullah Saw kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri 

bapaknya, Rasulullah menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan 

membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling 

dari agama Islam).” (H.R. Imam Ahmad Juz 4 Nomor 295).
71

 

 

Mengenai orang murtad yang keluar dari agama Islam, para ulama 

memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri, karena 

orang murtad dipandang telah memutus tali syariah dan melakukan 

kejahatan agama.
72

 Menurut para ulama harta warisan orang murtad 
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 Wirjono, Hukum Waris di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1983), 13. 
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71

 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal (Beirut: Dar Al Ilmiyyah, 1995), 

295. 
72

 Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris......,20 
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(keluar dari agama Islam) tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli 

warisnya yang sama-sama murtad. Selanjutnya harta peninggalan orang 

yang murtad itu dimasukkan ke dalam baitul māl sebagai harta rampasan 

dan digunakan untuk kepentingan umum.
73

 

Murtad sangat erat kaitannya dengan perbedaan agama. Murtad 

adalah orang yang keluar dari agama Islam menuju kepada kekufuran. 

Murtad dalam hukum Islam termasuk jarimah. Ulama sepakat tentang 

sanksi hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati, hukuman 

mati itu dijatuhkan setelah diberi waktu untuk bertaubat namun masih 

tetap dalam kemurtadannya.
74

 Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah 

surah Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi sebagai berikut: 

نْ يَا وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِوِ فَ يَمُتْ وَىُوَ كَافِرٌ فأَُولئَِكَ حَبِطَتْ أَ  عْمَالَُمُْ فِ الدُّ
 وَالْْخِرَةِ وَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ىُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 
       “Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia 

mati dalam kekafiran, maka mereka itulah sia-sia amalannya di 

dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni nereka, mereka 

kekal di dalamnya”. (Surat Al-Baqarah: 217)
75

 

 

 Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad 

memiliki harta yang diperoleh ketika ia memeluk Islam dapat diwarisi 

oleh ahli warisnya yang Muslim dan selebihnya dimasukkan ke baitul-

mal.
76

 Secara global pendapat ulama berkenaan tentang status dari harta 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam.....,34 
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 Mahmoed Joenes, Tafsir Qur’an Karim bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1954), 
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76
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peninggalan orang murtad dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat 

yaitu: 

 Pendapat pertama yang berpendapat adalah diantaranya, Imam 

Syafi‟I, Ibu Abi Laila, Abu Tsaur, Imam Ahmad bin Hambal, Imam 

Malik, Dawud bin Ali, Alqomah dan Qotadah, mengatakan bahwa 

ketika orang murtad meninggalkan harta, maka orang-orang Islam 

tidak boleh mewarisi harta tersebut.  Harta tersebut harus dimasukkan 

ke dalam Baitul Māl sebagai harta fai’ dan digunakan untuk 

kemaslahatan umat.
77

 

Pendapat kedua yaitu, Ulama Hanafi, Ali bin Abi Thalib, Abdullah 

bin Mas‟ud, Sa‟id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, 

Atho‟, Sufyan As-Tsauri, berpendapat bahwa orang-orang Islam boleh 

mewarisi harta pusaka dari orang murtad.
78

 Imam Ibnu Abidin 

berpendapat bahwa harta yang diperoleh orang murtad pada saat orang 

murtad tersebut masih dalam kondisi Islam bisa diwarisi oleh ahli 

warisnya yang masih Islam, karena kepemilikan harta yang diperoleh 

sebelum murtad adalah sah, adapun apabila harta tersebut diperoleh 

pada kondisi orang murtad tersebut telah keluar dari Islam maka harta 

tersebut adalah harta fai’ dan tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya.
79

 

Pendapat ketiga menyatakan bahwa harta yang diperoleh si murtad 

secara mutlak, artinya harta yang diperoleh baik saat ia masih Islam 

                                                           
77

 Wahbah Az Zuhaili, Terjemah Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuh (Jakarta: Gema Insani Press, 

2013), 295. 
78

 Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin…, 507. 
79

 Ibid., 507. 
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maupun yang diperoleh saat ia sudah murtad sampai ia meninggal 

seluruh hartanya bisa diwaris oleh ahli warisnya yang muslim. 

Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibn 

Hasan.
80

 

Dalam hal kewarisan orang yang meninggal dunia dalam keadaan 

murtad ulama ahli fikih mempunyai pendapat yang berbeda-beda. 

Mayoritas ulama berpendapat status harta orang murtad sama dengan 

status harta orang kafir, yaitu harta tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli 

waris muslim. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa orang murtad 

tidak bisa disamakan dengan status harta orang kafir asli, harta tersebut 

boleh diwarisi oleh ahli waris muslim.  

Penghalang yang kita kenal dengan istilah al-hajib ada 2 yaitu, 

karena sifat seperti budak, pembunuh, dan berbeda agama. Artinya 

meskipun seseorang termasuk ahli anak dari si mayit, tetapi karena anak 

ini yang membunuh pewaris (yang mewariskan) harta warisan., dan yang 

kedua adalah terhalang oleh orang lain, artinya ahli waris tertentu 

menjadi terkurangi bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta 

warisannya dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak.
81
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B. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-175 buku II Kewarisan 

Didalam Kompilasi Hukum Islam ini, ahli waris dijelaskan pada pasal 171-

175 yang berisi:
82

 

Pasal 171 

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan 

meninggal berdasarka putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan 

ahli waris dan harta peninggalan. 

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang 

berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 

digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, 

biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk 

kerabat. 

Pasal 172 

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas 

atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru 

lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau 

lingkungannya. 

Pasal 173 

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 

berat para pewaris. 

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 

tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 

 

Pasal 174 

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 

a. Menurut hubungan darah: 

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak, laki-laki, saudara laki-

laki, paman dan kakek. 

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara 

perempua dari nenek. 

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 

                                                           
82

 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
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(2)  apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan     

warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. 

     

Pasal 175 

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. 

b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, 

termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. 

c. Menyelesaikan wasiat pewaris. 

d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. 

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya 

terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. 

 

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta 

(tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris yang telah diuraikan, harus 

didasari oleh adanya kematian, sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu, 

benar-benar hidup disaat kematian pewaris.
83

 

Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat “orang yang pada saat meninggal 

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawina dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, 

kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri 

pewaris. Kejelasan hidupnya seseorang disebut ahli waris dapat dipahami dari 

kriteria seorang dikatakan pewaris. Seorang dikatakan pewaris apabila meninggal 

atau dinyatakan meninggal bahwa selain yang mati adalah termasuk ahli waris 

dan ahli waris harus beragama Islam, karena tidak ada hubungannya waris 

mewarisi antara orang seorang muslim dengan non muslim.
84
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Dalam penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ahli waris adalah orang 

yang menerima harta warisan dari pewarisnya. Adapun penghalang mewarisi yang 

lebih ditekankan dalam pembahasan ini adalah beda agama dan murtad (keluar 

dari agama Islam). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris 

harus bergama Islam, karena tidak ada hubungan saling mewarisi untuk orang 

yang beda agama ataupun orang yang murtad (keluar dari agama Islam). 

KeIslaman seseorang menurut jumhur ulama ditentukan oleh syahadat, sementara 

menurut Kompilasi Hukum Islam diketahui dengan indikator sebagai berikut 

yaitu, oleh Kartu Identitas atau pengakuan dan kesaksian, sedangkan menurut 

LDII desa Medaeng bahwa keIslaman seseorang diketahui dengan baiat. 
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BAB III 

KRITERIA AHLI WARIS MENURUT LDII CABANG MEDAENG 

KECAMATAN WARU SIDOARJO 

 

A. Profil Organisasi LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah nama baru dari sebuah 

aliran yang ada di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Mendiang Nur Hasan 

Ubaidah Lubis. Pada awalnya LDII ini bernama Darul hadis pada tahun 1951, 

karena ajarannya meresahkan masyarakat maka Darul hadis dilarang dan berubah 

menjadi Islam Jamaah. Islam Jamaah merupakan salah satu organisasi yang 

terkenal eksklusif. Pada akhirnya berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) sampai saat ini.
85

 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terletak di Desa Medaeng 

Kecamatan Waru Sidoarjo didirikan oleh Syaikh Umar pada tahun 1964. Pada 

awalnya LDII terletak di sekitar terminal Bungurasih, lebih tepatnya sebelah 

selatan Ramayana Bungurasih. Musollah kecil yang dibangun oleh Syaikh Umar 

berkontribusi memberikan pelajaran mengaji Alquran dan pemberian makna 

Alquran.
86

 

Setelah beberapa lama kemudian, musollah tersebut dipindah oleh 

Pemerintah setempat untuk kepentingan umum di Jl. Diponegoro yang sekarang 

sudah menjadi sebuah masjid yang megah khusus untuk anggota LDII.
87
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Adapun struktur kepengurusan Organisasi Masyarakat Pengurus Cabang 

LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

1. Stuktur Organisasi Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo 

Tabel 1.1 

STRUKTUR PENGURUS CABANG LDII MEDAENG KECAMATAN 

WARU KABUPATEN SIDOARJO 

MASA BHAKTI 2016-2021 

kek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam struktur kepengurusan PAC LDII memiliki masa bhakti lima 

tahun dengan ketua sebagai pemegang stuktur kepemimpinan tersebut menjadi 

Ketua 

Drs. H. Rusdi Faizal 

Wakil Ketua 

H. Siswanto 

Bendahara 

Budi Ryan Susanto 

Sekretaris 

Martono 

Pengurus Seksi 

Seksi Pendidikan 

Agama dan 

Dakwah 

 Muklis 

 Bashori 

Seksi Hubungan 
Antar Lembaga 

 Ali Farhan 

 Budi 

Prastowo 

Seksi Organisasi, 

Kaderisasi, dan 

Keanggotaan 

 Abdul Basid 

 H. Nurzain, S.E. 
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dua kepengurusan, yakni pengurus harian dan pengurus seksi yang mana 

semuanya berada dibawah garis ketua sebagai pemimpin tertinggi. Pengurus 

seksi terbagi menjadi 3 seksi, yakni: 

a. Seksi organisasi, kaderisasi dan keanggotaan 

b. Seksi hubungan antar lembaga 

c. Seksi pendidikan agama dan dakwah. 

Seluruh bagian dalam struktural tersebut saling berhubungan satu sama 

dengan yang lain. 

2. Letak geografis Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 

Penelitian ini berlokasi di Desa Medaeng yang terletak di wilayah 

kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dilihat dari segi geografisnya wilayah di 

desa Medeang tersebutterbagi atas 5 Rukun Warga, yang meliputi 30 Rukun 

Tetangga. LDII yang berada di desa Medaeng ini terletak di Jl. Diponegoro 

No.11 bagian timur dari kota Sidoarjo. Wilayah yang ditempati LDII desa 

Medaeng, menempati batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Barat  : pemukiman masyarakat umum 

b. Sebelah Utara  : pemukiman masyarakat LDII 

c. Sebelah Selatan  : pasar Grand Medaeng 

d. Sebelah Timur  : pemukiman masyarakat umum 

3. Gambaran demografis Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo 

Penduduk di Desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo sebagian besar 

adalah orang Islam, dimana banyak organisasi masyarakat yang menaunginya, 
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seperti Nahdatul ulama, Muhammadiyah, LDII dan kristen, dengan jumlah 

prosentase:
88

 

a. Warga Nahdlatul Ulama : ± 40% 

b. Warga Muhammadiyah : ± 24% 

c. Warga LDII   : ± 35% atau 1.200 jiwa 

Laki-laki   : 40% 

Perempuan   : 60% 

d. Warga Kristen   : ± 0,8 % 

Jadi, dari data diatas organisasi masyarakat LDII menempati urutan 

kedua setelah Nadlatul Ulama yang cukup besar dan mempunyai banyak 

jamaah di desa Medaeng tersebut. 

 

B. Program Kegiatan LDII Desa Medaeng 

1. Bidang sosial 

Dalam bidang sosial Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo cukup baik dimata masyarakat. Pengurus Cabang LDII sangat terbuka 

mengenai masalah organisasi kemasyarakatan dan mereka juga terjun langsung 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial apapun yang dilakukan oleh anggota 

selain LDII, dan dari sinilah terlihat sebuah kerukunan antar organisasi di desa 

Medaeng tersebut, akan tetapi dalam hal masalah agama atau apa ajaran yang 

dianut oleh LDII mereka sedikit tertutup.
89
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2. Keagamaan 

Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini juga 

menyelenggarakan pengajian Alquran dan dan hadis, selain itu juga 

mengadakan beberapa forum kajian atau pengajian berdasarkan kelompok usia 

dan gender, antara lain:
90

 

1. Pengajian anak-anak (Pra sekolah-SD) 

Pengajian anak-anak ini dilaksanakan setiap sore hari sampai 

menjelang magrib. Kegiatan pengajian ini meliputi: 

1) Membaca Alquran secara tartil 

2) Hafalan doa-doa 

3) Hafalan surat-surat pendek 

4) Pembelajaran akhlakul karimah 

5) Pembelajaran kemandirian 

2. Pra remaja (SMP-SMA) 

Usia remaja sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam 

pembinaan mental agama. Oleh karena itu, LDII membentuk Tim 

Penggerak Pembina Generasi yang terdiri dari pakar pendidikan. Para pakar 

tersebut memberikan ilmu pendidikan berupa: 

1) Alquran dan Hadis (Kutubusitah) 

2) Akhlakul karimah 

3) Kemandirian seperti, kewirausahaan dan keterampilan 
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3. Generasi penerus (SMA-Mahasiswa) 

Kajian-kajian yang didapat oleh generasi penerus ini adalah materi 

seputar pernikahan, karena umur mereka dinilai sudah cukup matang untuk 

mendapatkan ilmu membina keluarga yang sakinah mawaddah dan 

warohmah. 

4. Pengajian aghniya‟ 

Pengajian ini dihadiri oleh kalangan anggota LDII dalam kategori 

mampu dalam hal keuangan karena mereka cukup sebagai donator untuk 

mengembangkan kualitas perekonomian masyarakat anggota LDII yang 

lain. 

5. Pengajian umum 

Dalam pengajian ini dihadiri oleh generasi penerus. Pengajian umum 

ini biasanya beranggotakan jamaah PAC dan PC LDII dengan tujuan untuk 

membahas kerukunan dan kekompakan antar masyarakat. Semua pengajian 

di LDII bersifat untuk umum, siapapun boleh mengikutinya dengan jadwal 

yang sudah ditentukan dan materi biasanya mengenai tentang bela Negara, 

cinta tanah air, bahaya narkoba dan tentang keislaman lainnya.
91
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C. Pandangan LDII Terhadap Kriteria Ahli Waris di Desa Medaeng 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara 

kepada Tokoh LDII desa Medaeng. Diatara Tokoh Pengurus Cabang LDII yang di 

wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Bashori bertindak sebagai Tokoh Pengurus Cabang LDII 

2. Rusdi Faizal bertindak sebagai Ketua Pengurus Cabang LDII 

3. Baihaqi bertindak sebagai mantan jamaah Pengurus Cabang LDII 

Setelah penulis melakukan wawancara kepada Bapak Rusdi Faizal sebagai 

ketua Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengenai 

kriteria ahli waris anggota LDII., Penulis memperoleh kejelasan bahwa ada 

beberapa faktor pertimbangan yang menjadikan Pengurus Cabang LDII 

mengambil kebijakan dalam menentukan kriteria ahli waris menurut LDII. 

Secara teori kriteria ahli waris LDII hampir sama dengan ketentuan hukum 

Islam, hanya saja yang menjadi perbedaan disini adalah pemahaman tentang 

penghalang saling mewarisi yang terletak pada beda agama dan murtad.
92

 

Dalam organisasi LDII di desa Medaeng terdapat kriteria ahli waris untuk 

bisa saling mewarisi, yaitu:
93

 

1. Hubungan perkawinan 

2. Hubungan keturunan 

3. Disarankan perkawinan dan keturunan ini dengan sesama anggota LDII agar 

bisa untuk saling mewaris 
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 Pengurus Cabang LDII memiliki beberapa tim yang untuk menangani 

bagian masing-masing keorganisasian, contohnya Tim Kematian, Tim 

Perkawinan, Tim Dhuafa‟ dan lain sebagainya. Selanjutnya yang dibahas adalah 

Tim kematian, yang mana dalam ahli waris ini berhubungan dengan kematian. 

Sesuai data informan dari Bapak Rusdi selaku Ketua LDII di desa Medaeng yang 

diperoleh sebagai berikut: 

“kriteria ahli waris menurut LDII hampir sama dengan kriteria ahli waris 

menurut Hukum Islam ataupun Undang-undang, hanya saja di dalam organisasi 

LDII ini diharapkan untuk perkawinan dan keturunannya sesama anggota LDII 

agar tidak putus hubungan saling mewarisi. Setiap LDII memiliki aturan yang 

berbeda dalam persoalan ahli waris, karena setiap LDII memiliki ketua yang 

berbeda, Imam yang berbeda dan pendapat yang berbeda pula. Tidak semua LDII 

mempunyai pandangan yang sama mengenai ahli waris tersebut, karena kitab 

dan sumber LDII hanya dibuat oleh kalangan LDII sendiri dan tidak diperjual 

belikan. TIim kematian dalam LDII bertugas untuk membantu anggota LDII yang 

meninggal dunia, tidak berhenti disitu bahwa Tim kematian tersebut juga 

melakukan pendataan siapa saja ahli waris dari orang yang meninggal dunia. 

Perbedaan organisasi di dalam LDII menjadi penghalangnya saling mewarisi, 

karena kafir dan murtad menurut LDII adalah tidak mengikuti anggota LDII dan 

keluar dari anggota LDII”
94

 

 

Peran Tim kematian di dalam LDII sangat penting dalam hubungannya 

dengan menentukan kriteria ahli waris. Adapun mekanisme penentuan kriteria ahli 

waris yang dilakukan oleh Tim kematian adalah sebagai berikut:
95

 

1. Bertugas untuk menyelesaikan perawatan jenazah. Tim kematian tidak hanya 

bertugas menyelesaikan perawatan jenazah, tetapi juga mengumumkan 

apabila ada orang yang meninggal dunia. Ikut serta dalam memandikan 

jenazah, mensholati hingga mengantarkan jenazah sampai ke makam. 
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2. Bertugas untuk melunasi hutang piutang orang yang meninggal dunia. Hutang 

piutag adalah sesuatu yang penting sebelum pembagian waris dilakukan. Tim 

kematian mengumumkan kepada siapa saja yang mempunyai hutang atau 

yang merasa dihutangi oleh orang yang meninggal dunia. Apabila sampai 

satu minggu tidak ada laporan mengenai hutang piutang maka sepenuhnya 

hak ahli waris yang mengurusi hutang piutang pewaris apabila suatu saat ada 

yang berhutang ataupun yang membagi hutang. 

3. Bertugas dalam memimpin musyawarah keluarga. Tim kematian bertugas 

memimpin musyawarah keluarga dalam hal penentuan kriteria ahli waris. 

Apabila tugas mengurusi jenazah dan hutang piutang selesai, maka tim 

kematian mengumpulkan semua ahli waris untuk bermusyawarah dalam 

mementukan ahli waris. Tim kematian juga bertugas membuka rapat 

musyawarah dan menyimpulkan hasil musyawarah. 

4. Identifikasi ahli waris, siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta 

warisan. Adapun tujuan dari diadakannya musyawarah keluarga adalah untuk 

mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendaptkan ahli waris, dan siapa 

saja yang tidak berhak. Identifikasi ahli waris ini digolongkan menjadi dua 

yaitu, jamaah LDII dan jamaah non LDII. Menurut Bapak Bashori selaku 

ketua bidang agama dan dakwah dalam Pengurus Cabang LDII Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa., “ orang yang non LDII tidak 

berhak mendapatkan waris dari orang LDII”. Dalam hal tersebut sudah jelas 

bahwa non LDII menjadi salah satu penghalang waris menurut Pengurus 

Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
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5. Mengarahkan pembagian waris sepenuhnya kepada keluarga. Tim kematian 

LDII hanya mengurusi siapa saja yang berhak untuk mendaptkan waris, 

selebihnya masalah pembagian waris di kembalikan kepada ahli waris 

masing-masing. 

 

Saling mewarisi dengan sesama anggota LDII adalah sebagai bukti ketaatan 

dari para jamaah terhadap kelompoknya tersebut. Seseorang diluar jamaah LDII 

tidak akan bisa mewarisi dengan jamaah di dalam LDII, begitu juga sebaliknya 

jamaah LDII tidak akan bisa mewarisi hartanya kepada jamaah di luar LDII.
96

 

Meskipun demikian kemurtadan menurut LDII tidak bisa dibuktikan dengan 

pernyataan tertulis., hanya saja apabila jamaah keluar dari LDII hanya 

menggunakan ucapan kepada seorang imam dan penarikan kartu Identitas LDII.
97

 

Menurut LDII di Desa Medaeng ada tiga faktor yang menjadi penyebab 

batalnya hubungan waris dalam keluarga LDII yaitu sebagai berikut:
98

 

1. Batalnya kewarisan karena anak zina 

2. Batalnya kewarisan karena perbedaan agama 

3. Batalnya kewarisan karena pembunuhan 

Dalam hal ini, yang menjadi pembahasan penting dalam penghalang waris 

menurut LDII adalah perbedaan agama. Menurut Bapak Rusdi selaku selaku 

Ketua LDII desa Medaeng menyatakan bahwa: 

 “perbedaan agama dalam LDII di dasarkan pada baiat., apabila seseorang 

telah berbait maka ia tergolong orang LDII dan berhak mendapatkan waris. 

Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak melakukan baiat maka dia tidak berhak 
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mendapatkan waris karena di beri status hukum oleh orang-orang LDII berbeda 

agama.”
99

 

 

Baiat artinya perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia, karena 

dalam pelaksanaanya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. Baiat juga 

berarti berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak 

dan kewajiban untuk saling setia dan taat.
100

 

Sumber utama yang di pegang oleh Pengurus Cabang LDII adalah 

berpedoman pada Alquran dan hadis serta ijtihad imam. Ijtihad imam ini berupa 

ilmu manqul dimana perpindahan ilmu dari guru kepada muridnya.
101

 Jadi dapat 

dipahami bahwa ilmu mankul adalah mengkaji Alquran dan hadis secara langsung 

oleh seseorang ataupun beberapa murid yang menerima dari seorang guru itu 

asalnya menerima langsung dari gurunya begitu seterusnya sambung bersambung 

sampai pada penghimpun hadis seperti Al Bukhari, Muslim, An-Nasa‟I, At-

Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain sampai kepada Rasulullah Saw. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria ahli waris menurut 

Pengurus Cabang LDII adalah harus sama-sama beranggotakan LDII. Apabila 

orang yang keluar LDII atau bukan anggotakan LDII tidak berhak mendapatkan 

waris. Adapun sumber yang dijadikan pedoman bahwa orang yang keluar dari 

LDII tidak bisa mendapatkan waris bukan hanya pada hadis melanggar baiat, 

namun juga mengikuti ijtihad keIslaman untuk kemaslahatan warga LDII itu 

sendiri.
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KRITERIA AHLI WARIS 

MENURUT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI DESA 

MEDAENG KECAMATAN WARU SIDOARJO 

 

Pada pembahasan bab II yang telah dipaparkan sebelumnya, kriteria ahli 

waris menurut hukum Islam adalah, apabila di ambil dari fikih jumhur ulama dan 

Kompilasi Hukum Islam Buku II Kewarisan pasal 171-175 tentang kriteria ahli 

waris adalah harus adanya hubungan perkawinan atau keturunan dengan pewaris, 

beragama Islam, dan tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Sementara 

itu sebagaimana dipaparkan pada bab III Pengurus Cabang LDII memiliki kriteria 

ahli waris yang berbeda. Bab ini akan  memaparkan analisis bagaimana kriteria 

ahli waris menurut Pengurs Cabang LDII khususnya Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo jika ditinjau menggunakan hukum Islam. 

A. Ketentuan Kriteria Ahli Waris Menurut LDII di Desa Medaeng Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo 

 

 Di dalam  LDII seorang imam berhak menentukan siapa saja yang berhak 

menjadi ahli waris dan siapa saja yang tidak berhak menjadi ahli waris. Keriteria 

ahli waris menurut LDII salah satunya adalah harus menjadi anggota LDII, maka 

akan terjadi saling mewarisi antar anggota LDII dan tidak bisa saling mewarisi 

untuk orang yang bukan LDII. Adapun kriteria ahi waris menurut LDII di desa  
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Medaeng yang diperoleh dari hasil wawancara dari Bapak Rusdi selaku Ketua 

LDII adalah sebagai berikut:
102

 

“bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan 

darah dengan pewaris yang sesama LDII dan tidak terhalang untuk saling 

mewarisi, maka ia tergolong ahli waris, begitu juga sebaliknya apabila setiap 

orang yang mempunyai hubunga perkawinan atau hubungan darah dengan 

pewaris yang bukan LDII walaupun tidak terhalang untuk saling mewarisi, tetapi 

ia tidak bisa menjadi ahli waris karena bukan anggota LDII”. 

 

Meski sudah menyatakan telah berubah menjadi paradigma baru, ternyata 

aliran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) alias Islam Jamaah masih 

mengamalkan doktrin lama yang mengkafirkan umat Islam yang tidak berbaiat 

kepada Islam Jamaah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara di atas. 

Hal ini terbukti dalam kasus yang sedang dialami Adam Amrullah bin 

Bastaman (34). Pria kelahiran 22 Februari 1977 itu harus berurusan dengan 

Pengadilan Agama Bekasi karena digugat cerai oleh istrinya, Narendra Garini 

Anutama Natakusumah (28).
103

 

Penyebab keduanya bercerai adalah perbedaan akidah. Akidah Adam dan 

istrinya berbeda setelah Adam menyatakan keluar dari Islam Jamaah (LDII). 

Sementara istrinya masih bertahan dalam Islam Jama‟ah. Salah satu doktrin 

akidah Islam Jamaah (LDII), jelas Adam, adalah mengkafirkan orang yang bukan 

golongan Islam Jamaah. 

Al-Ghazali menjelaskan bahwa hadis”Umatku akan terpecah menjadi tujuh 

puluh lebih aliran, dan yang selamat hanya satu aliran”. Pendapat ini merupakan 

penegasan bahwa tidak boleh mengkafirkan semua aliran Islam kecuali satu aliran 
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yang memang sudah jelas penyimpangan mereka, sebaliknya sepanjang suatu 

aliran itu bersyahadat walaupun mereka sudah jelas menimpang sebaiknya kita 

pilah mereka itu sebagai “keliru” dalam memahami agama. ini berarti sesama 

Muslim harus berhati-hati dalam mengkafirkan sesama Muslim.
104

 

Akhir tahun 2008, setelah menyatakan keluar dari Islam Jamaah (LDII), 

Adam disidang oleh beberapa ustad Islam Jamaah secara internal dalam acara 

keluarga. Dan diberi nasihat agar tetap dalam barisan LDII. Namun Adam tetap 

teguh pada pendiriannya keluar dari LDII. 

Singkat cerita, tahun 2016 dalam sebuah acara keluarga, lagi-lagi Adam 

disudutkan agar tetap dalam barisan LDII. Bahkan mertuanya menyebut bahwa 

negara ini negara kafir dan Undang-undangnya Thogut. Dan berkata: “Kalau 

kamu keluar dari Islam Jamaah, Ayah tidak akan Rida”. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kuatnya penanaman 

doktrin agama oleh para imam LDII terhadap anggotanya sehingga mampu secara 

tegas berkata demikian serta perbedaan akidah keluar dari sebuah barisan Islam 

Jamaah (LDII) mampu dianggap sebagai kafir dan bukan termasuk golongan 

mereka dan secara otomatis terhalang  dari memperoleh harta warisan. Dalam hal 

ini yang bisa digaris bawahi adalah keIslaman bagi mereka juga bukan hanya 

ditandai oleh syahadat tetapi juga harus dengan baiat dan ini yang menjadi hal 

berbeda dari jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam. 
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 Imam Ghazali Said, Pengkafiran Muslim Menurut Abu Hamid al-Ghazali (Surabaya: Diantama, 

2012), 79. 
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Ahli Waris Menurut Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo 

 

Konsep kriteria ahli waris dalam kewarisan yang diterapkan di LDII desa 

Medaeng berbeda jika dikaitkan dengan hukum Islam yakni Kompilasi Hukum 

Islam Buku II Kewarisan pasal 171-175 tentang kriteria ahli waris. Di dalam 

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diketahui bahwa kriteria ahli waris 

adalah harus beragama Islam dan tidak menjadi penghalang untuk saling 

mewarisi. Lebih lanjut dalam pasal 171 ahli waris akan dipandang atau 

dikategorikan sebagai muslim dan berhak mendapatkan waris dan tidak terhalang 

karena perbedaan agama, apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
105

 

 “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu 

Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru 

lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau 

lingkungannya.” 

 

 Berbeda dengan kriteria diatas konsep kriteria ahli waris dalam LDII desa 

Medaeng yakni harus sesama anggota LDII untuk bisa saling mewarisi. 

Penghalang untuk saling mewarisi di dalam LDII adalah terletak pada kafir dan 

murtad. 

Kafir menurut LDII desa Medaeng adalah orang yang tidak melakukan baiat 

(janji setia) terhadap agamanya, sedangkan murtad menurut LDII desa Medaeng 

adalah orang yang melepakan ata meninggalkan baiat (janji setia) terhadap 

seorang imam dari dirinya.
106
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Adapun yang dimaksud penghalang mewarisi adalah hal-hal yang dapat 

menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta pewarisnya. Hal-hal yang 

menjadi penghalang mewarisi menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:
107

 

1. Pembunuhan 

2. Berbeda agama 

3. Murtad (keluar dari Islam) 

4. Perbudakan 

Berbeda agama dalam hukum Islam yaitu ditujukan untuk orang-orang non 

muslim selain Islam, sedangkan murtad yaitu orang yang keluar dari Islam.
108

 

Dalam kitab Fikih ala Madzahib al arba’ah, riddah diartikan kufurnya 

seorang  muslim setelah mengucapkan dua kalimat syahadat secara sukarela dan 

telah  menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Kufur tersebut baik 

dengan perkataan, perbuatan atau kepercayaan.
109

 

Dalam fikih sunnah riddah diartikan secara bahasa sebagai kembali ke jalan 

tempat ia datang sebelumnya, tetapi istilah (riddah) ini khusus bagi kufur dari 

Islam. Maksudnya adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh 

dari Islam kepada kekufuran dengan sukarela tanpa  paksaan dari seseorang, baik 

laki laki maupun perempuan.
110

 

Dari semua pengertian yang ada hampir semuanya sama, hanya berbeda 

dalam pemilihan  kata saja yang intinya adalah kembali kepada agama selain 

Islam dibuktikan dengan perkataan atau perbuatan disertai niat demikian, dengan 
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tiga syarat; berakal, balig, dan tanpa paksaan. Dan pengertian yang diambil dalam 

fikih sunnah yang paling dekat dengan pengertian yang sempurna. 

Seorang dapat disebut telah murtad ketika ia keluar dari agama Islam 

kepada selainnya, dan bukan termasuk murtad jika seorang yang beragama 

tertentu keluar kepada agama lain yang  termasuk dalam agama  kafir, hal 

demikian karena agama agama kafir bagaikan satu agama (millah wa hidah). 

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu hal yang bisa 

menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan 

dan ahli waris. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim 

dikatakan. 

 لَ يرَِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، ولَ يرَِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ 

       “Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang 

kafir tidak bisa mewarisi  orang muslim,” (HR Bukhari dan Muslim).
111

 

Sampai di sini sebenarnya tidak ada persoalan. Apabila seorang muslim 

meninggal dunia dan ada ahli warisnya yang nonmuslim, semua ulama sepakat 

bahwa pihak ahli waris non muslim tidak bisa mendapatkan warisan sebab ia 

berbeda keyakinan. 

Lantas, bagaimana jika ahli warisnya adalah muslim misalnya bapaknya 

kafir sedangkan anaknya muslim. Apakah anaknya itu bisa mendapatkan warisan 

dari bapaknya? Dengan mengacu pada bunyi hadits di atas mayoritas ulama 

berpendapat seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ini 
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artinya, jika bapaknya kafir sedang anaknya muslim, si anak tetap tidak bisa 

mewarisi harta bapaknya. 

Perlu dipahami bahwa pengertian kafir dan murtad perspektif LDII mengacu 

pada sumber ajaran hukum mereka sendiri. Diantaranya sumber ajaran mereka 

adalah sebagai berikut:
112

 

1. Alquran mankul, yaitu Alquran yang telah diartikan dan ditafsirkan serta di 

ta‟wilkan oleh Imam sesuai kepentingannya, sebab imam mempunyai otoritas 

yang mutlak termasuk membuat ajaran yang wajib ditaati oleh semua 

pengikutnya. 

2. Hadis mankul, yaitu hadis-hadis yang telah ditafsirkan oleh imam sesuai 

kehendak dan kepentingannya. 

3. Sabda imam, yaitu titah-titah imam, baik yang menyangkut masalah 

Ubudiyyah atau Muamalah, dimana larangan imam wajib ditinggalkan dan 

perintahnya wajib dilaksanakan. Bila perintah imam itu tidak dilaksanakan, 

maka pasti akan masuk neraka, sedang yang taat kepada Imam dijamin masuk 

surga.
113

 

Makna kafir dan murtad yang didefinisikan mereka sangat berbeda dari 

jumhur ulama dan fikih mazhab. Jika dipahamikata kafir adalah makna yang 
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paling terkenal yaitu lawan dari keimanan, ini nampak dalam firman Allah Q.S. 

At-Taghobun: 2 berikut:
114

 

 ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ 

       “Dialah yang menciptakan kamu, lalu diantara kamu ada yang kafir dan ada 

yang mukmin. 

Mereka mengacu sikap tersebut pada hadis Nabi yang berbunyi, “Tetaplah 

olehmu berjamaah dan jangan bercerai berai”. (H.R at-Tirmidzi). Hadis lainnya 

lagi adalah: “Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada Jamaah 

kecuali dengan keamiran, dan tidak ada keamiran kecuali dengan baiat dan tidak 

ada baiat kecuali dengan ketaatan”. (H.R Ahmad ibn Hambal)
115

 

Lebih dari itu mereka beranggapan bahwa orang yang tidak sepaham 

dengan mereka dihukumi kafir, dan setiap orang kafir adalah najis. 

Konseskuensinya mereka harus diusir dari kalangan jamaah, meskipun tadinya 

adalah anggota keluarga, seperti anak, orang tua, istri maupun suami. Ajaran 

Islam Jamaah yang demikian itu merupakan hasil ijtihad Wali Fatah, tokoh aliran 

Jamaah Muslim. Paham agama seperti ini telah menimbulkan keresahan dalam 

masyarakat, karena telah memecah belah persatuan atau ukhuwah islamiah.
116

 

Takfir adalah mengkafirkan orang yang tidak berbaiat kepada imam suatu 

kelompok. Ciri takfir ini seringkali terdapat dan menjadi ciri khas kelompok yang 

menyimpang. Jadi secara psikologis, mereka ingin menanamkan rasa bangga dan 
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kepada anggotanya dengan memberi label muslim kepada kelompok mereka dan 

label non muslim kepada selain mereka (diluar kelompok). 

 Sementara itu syariat Islam jelas melarang kita untuk mudah mengkafirkan 

orang lain, kecuali memang secara tegas seorang menyatakan diri murtad atau 

melalui proses peradilan dengan memanggil orang yang bersangkutan dan telah 

diputuskan oleh mahkamah syar’iyyah bahwa seseorang memang nyata keluar 

dari Islam. 

Dari pemaparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa apabila penghalang 

untuk saling mewarisi antara kafir dan murtad terletak pada baiat menurut LDII di 

desa Medaeng maka tidak sesuai dengan hukum Islam yakni Kompilasi Hukum 

Islam buku II Kewarisan pasal 171-175. Kafir adalah orang non muslim, 

sedangkan murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Jadi keluar dari Ormas 

LDII tidak dihukumi kafir atau murtad, karena agamanya masih Islam dan orang 

Islam berhak untuk saling mewarisi selama tidak ada penghalang untuk saling 

mewarisi. Sebagaimana kriteria ahli waris di bab III bahwa LDII di Pengurus 

Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa keluar 

dari LDII tidak berhak mendapatkan waris. Dalam hal ini tidak sesuai dengan 

jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sesama 

muslim harus saling mewarisi dan baiat tidak termasuk dalam penghalang untuk 

orang saling mewarisi. 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan persoalan tentang kriteria ahli waris menurut 

Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan paparan 

analisis hukum Islam pada persoalan ini, maka dapat dismpulkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam pelaksanaan kewarisan, LDII dalam hal ini khususnya Pengurus 

Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menetapkan kriteria 

ahli waris yaitu bahwa pewaris harus anggota LDII. Dari sini mereka juga 

berpendapat bahwa orang di luar anggota LDII tidak bisa mendapatkan 

ahli waris termasuk di sini adalah orang yang keluar dari LDII.  

Dalam analisis hukum Islam , dalam hal ini fikih dan  ketentuan kriteria 

ahli waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Buku II Kewarisan 

pasal 171-175  tentang kriteria ahli waris ada perbedaan antara kriteria 

yang digunakan dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang LDII Kecamatan 

Waru Sidaorjo dengan aturan yang ditetapkan oleh agama khususnya di 

sini adalah Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan itu terletak pada fakta 

bahwa orang yang keluar dari LDII dianggap terhalang kewarisannya. 

Sementara menurut fikih jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam, 

orang yang tergolong penghalang waris bisa disebabkan oleh 

pembunuhan, beda agama, murtad (keluar dari Islam) dan perbudakan. Di 

dalam LDII semua amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota LDII 
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berpedoman pada Alquran dan hadis, namun jika di dalam keduanya tidak 

ada maka keimaman berijtihad untuk kemaslahatan warga LDII tersebut. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang 

Kriteria Ahli Waris Menurut LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru 

Sidoarjo”, penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya masyarakat muslim di Indonesia dalam berorganisasi 

mengacu kepada aturan Negara terutama Kompilasi Hukum Islam 

sebagai hukum positif yang dalam hal ini pasal 171-175 Buku II KHI 

tentang kriteria ahli waris. Hal ini juga sangat penting agar tidak 

adanya perpecahan dalam perbedaan pendapat. 

2. Masyarakat seluruh Indonesia menyadari bahwa cara orang memahami 

dalam aturan hukum Islam itu sangat berbeda-beda. Hendaknya semua 

bisa menghargai adanya perbedaan agar tidak menimbulkan 

perpecahan. 

3. Hendaknya masyarakat akademisi ataupun masyarakat umum bisa 

memahami bahwa perbedaan pandang di tengah masyarakat bisa juga 

menjadi sumber keilmuan dan peradaban kaum muslim Indonesia. 

Selain itu pandangan yang berbeda ini juga bisa menjadi sumber 

pengetahuan untuk kajian keIslaman di masa yang akan datang. 
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